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ABSTRAK
Dengan diundangkannya  Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah, maka  terjadi perubahan  kewenangan  antara  pemerintah
pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1)
bahwa  “penyelenggaraan  urusan  kewenangan  kehutanan,  kelautan  dan  energi
sumber daya mineral dibagi antara pemeritah dan pemerintah provinisi”, kemudian
jika  dilihat  dari  matriks  pembagian  kewenangan  antara  pemerintah  pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maka akan sangat jelas bahwa
pemerintah  kabupaten  tidak  memiliki  kewenangan  sebagaimana  berdasarkan
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya yakni Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu kewenangan yakni energi sumber daya mineral
akan menjadi sengketa antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebab
pertambangan selama ini menjadi sumber pemasukan bagi daerah.  Tarik menarik
kewenangan pengelolaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam Undang-UndangNomor 23 tahun 2014
tentang  Pemerintahan  Daerah  PemerintahKabupaten/Kota  tidak memiliki
kewenangan menerbitkan  IUP (Izin  Usaha  Pertambangan).Pasal  37  Undang-
UndangNomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara
menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota  memiliki kewenangan untuk
menerbitkan Izin  Usaha  Pertambangan atau  IUP. Hal  ini  kemudian  menjadi
kendala  dalam  penerapannya  terutama ditingkat  daerah  seperti  halnya  provinsi
sumatera  barat.  Sebab  tidak  ada  aturan  teknis  yang  dapat  menjadi  dasar  bagi
pemerintah provinsi untuk mengambil alih kewenangan dari pemerintah kabupaten
sebagaimana  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah. Dalam kondisi seperti demikian Kementerian Dalam Negeri
mengeluarkan  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  No.120/253/SJ tentang
Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  Setelah  Berlakunya  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014.  
Kata Kunci : Pertambangan
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ABSTRACT

With  the  enactment  of  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014  on  Regional
Government,  there  is  a  change  of  authority  between  the  central  government,
provincial  and district  governments.  Based on Article  4  paragraph (1)  that  "the
administration of  the affairs  of  forestry, marine and mineral  resources  energy is
divided between government and government province", then when viewed from the
matrix  of  division  of  authority  between  the  central  government,  provincial
government  and the  kabupaten  /  kota  government  it  will  be  very  clear  that  the
district  government  does  not  have  the  authority  as  under  the  previous  Law  on
Regional Government namely  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. One of the
powers  of  mineral  resources  energy will  be disputes  between the  provincial  and
district  governments  because  mining  has  been  the  source  of  income  for  the
regions  .withdrawal  of  management  authority  between  the  central  government,
provincial and district / municipal governments. In the  Undang-Undang  Nomor23
Tahun 2014 on the Regional Government of the Regency / City Government does not
have the authority to issue IUP (Mining Business License). Article 37 of  Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 concerning Mineral and Coal Mining states that the
Regency / Municipal Government has the authority to issue Mining Permit or IUP.
This then becomes an obstacle in its application, especially at the regional level as
does the province of western Sumatra. Because there is no technical rule that can
then  become  the  base  of  rights  for  the  provincial  government  to  take  over  the
authority  of  the district  government  as mandated by  Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 on Regional Government. Under such conditions the Ministry of Home
Affairs issued a Circular Letter of the Minister of Home Affairs No.120 / 253 / SJ on
the Implementation of Government Affairs After the enactment of  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 
2014. 
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